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ABSTRAK 
Tujuan penelitian menganalisis dan menjelaskan efektivitas pengungkapan dugaan tindak 
pidana korupsi yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan 
serta menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas 
pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi oleh Intelijen Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian 
lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan 25 responden. 
Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi 
oleh Intelijen Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan masih kurang efektif. Faktor 
faktor yang mempengaruhi pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi oleh Intelijen 
Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan adalah faktor substansi hukum, faktor 
struktur hukum, faktor budaya hukum, faktor kesadaran hukum dan faktor sarana dan 
prasarana. 
Kata Kunci: Pengungkapan, Tindak Pidana, Korupsi, Intelijen 

ABSTRACT 
This research was conducted with the aims analyzing and plaining the effectiveness of the 
disclosure of alleged corruption crimes carried out by the Prosecutor's Intelligence at the South 
Sulawesi High Court as well as analyze and explain the factors that influence the effectiveness 
of the disclosure of alleged criminal acts of corruption by the Prosecutor's Intelligence at the 
South Sulawesi High Prosecutor's Office. This study uses primary data obtained from field 
research conducted by conducting direct interviews with 25 respondents. Data were analyzed 
using qualitative and quantitative analysis methods. The results of this study indicate that the 
implementation of the disclosure of alleged criminal acts of corruption by the Prosecutor's 
Intelligence at the South Sulawesi High Prosecutor's Office is still ineffective. The factors that 
influence the disclosure of alleged corruption by the Prosecutor's Intelligence at the South 
Sulawesi High Court are the legal substance factor, the legal structure factor, the legal culture 
factor, the legal awareness factor and the facilities and infrastructure factor. 
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PENDAHULUAN   
Tindak pidana korupsi merupakan suatu bentuk dari tindak pidana khusus, sehingga 
pemberantasan tindak pidana korupsi pun diatur secara khusus (Mulyadi, 2021). 
Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang 
menyatakan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian 
tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya 
koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan 
peraturan perundang-undangan (Bunga, et.al, 2018).  

Tahapan tindakan yang dapat dilakukan secara prosedural dalam menemukan 
dugaan adanya tindak pidana korupsi dimulai dari penyelidikan lalu dilanjutkan ke 
penyidikan. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana yang dimaksud penyelidikan adalah serangkaian tindakan 
penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai 
tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut 
cara yang diatur dalam undang-undang.  Proses penyelidikan dilakukan dengan 
tindakan pencarian data, informasi dan bahan-bahan keterangan dari sumber-sumber 
yang dapat dipertanggungjawabkan kualitas informasinya (Mustikaningrum & 
Hartanto, 2020). Tidak jarang untuk mewujudkan keakuratan suatu peristiwa 
sehingga dapat diduga sebagai tindak pidana, upaya pencarian informasi yang 
dilakukan secara diam-diam, menyelinap dan menyamar dilakukan. Tindakan ini 
hanya kompatibel dilakukan oleh intelijen, dalam hal ini intelijen kejaksaan untuk 
menggali informasi sehingga dapat mengungkap dugaan dilakukannya tindak pidana 
korupsi.  

Intelijen Kejaksaan termasuk salah satu bagian yang terdapat di dalam 
penyelenggaraan Intelijen Negara (Harahap, Lubis & Purba, 2021).  Sedangkan 
legitimasi kegiatan pengungkapan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh 
intelijen kejaksaan dinyatakan pada dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia 
Nomor: Per-024/A/JA/08/2014 Tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik 
Indonesia dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 9 bahwa penyelidikan Intelijen yang 
selanjutnya disebut Lid, adalah serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan 
yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan 
mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi intelijen, serta untuk 
menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan 
pengambilan keputusan.  

Sejalan dengan undang-undang di atas, tugas intelijen kejaksaan pada Kejaksaan 
Tinggi diatur secara khusus pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 
Per-037/A/J.A/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan 
Republik Indonesia pada Pasal 25 ayat 2 bahwa Intelijen mempunyai tugas dan 
wewenang untuk mencari, mendapatkan, memperoleh, mengumpulkan serta 
mengolah bahan keterangan dan/atau informasi yang berkaitan dengan aspek hukum 
dalam bidang Ipoleksosbudkumhankam kemudian melaporkan kepada Pimpinan 
secara berjenjang.  Kemudian tugas penyelidikan intelijen kejaksaan dilakukan 
dengan terlebih dahulu menjalankan kegiatan yang khusus dalam rangka persiapan 
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pelaksanaan penyelidikan.  Hal ini guna mendapatkan informasi dan melakukan 
pengujian terhadap kelayakan penyelidikan yang akan dilakukan. 

Proses pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi merupakan tahap yang sangat 
krusial sebagai aspek fundamental dari mata rantai penanganan maupun pencegahan 
korupsi (Rahman, Rays & Mina, 2021). Perolehan dan pengumpulan informasi oleh 
intelijen kejaksaan menjadi faktor pendorong percepatan penanganan korupsi jika 
berjalan secara efektif berdasarkan sumber informasi yang kredibel dan muatan 
informasi yang dapat diandalkan kebenarannya. 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) 
terhadap korupsi di seluruh Indonesia, sepanjang tahun 2020 terdapat 1.218 perkara 
korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi 
dan Mahkamah Agung (Amelia, Yuningsih & Nurillah, 2022). Dari perkara tersebut, 
total terdakwa kasus korupsi di tahun 2020 mencapai 1.298 orang. Praktik korupsi 
dilakukan paling besar oleh Aparatur Sipil Negara dengan 321 kasus, pihak swasta 
dengan 286 kasus dan perangkat desa dengan 330 kasus. Lalu potensi kerugian negara 
mencapai 56,7 triliun rupiah. Tidak hanya itu, ironisnya uang pengganti yang kembali 
ke negara atas kerugian kasus korupsi hanya berjumlah 8,9 triliun.  Artinya walau 
terdapat ganti kerugian yang dikembalikan kepada negara, negara tetap mengalami 
kerugian keuangan negara yang banyak. 

Jika fakta diatas ditarik mundur kebelakang, maka perwujudan dari seberapa banyak 
kerugian negara dan seberapa jauh pelaku yang diduga melakukan tindak pidana 
korupsi sangat bergantung pada langkah awal yang dilakukan penegak hukum, 
khususnya yang dilakukan oleh intelijen kejaksaan dalam mengungkap dugaan 
tersebut. Dalam tindak pidana korupsi sebagai bagian dari white collar crime, beban 
penyelidikan untuk mengungkap dugaan tindak pidana lebih berat daripada 
penyidikan itu sendiri. Hal ini mengingat tindak pidana ini semakin masif dan sangat 
jarang dilakukan terang-terangan.  Terlebih lagi ketika melibatkan banyak komponen 
dan juga institusi, maka peluang keterbukaan informasi semakin kecil. 

Padahal, tingkat keberhasilan pengungkapan dapat berjalan ke dua arah secara 
bersamaan. Pertama, menghasilkan pendeteksian dini sebelum pelaku memiliki 
kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi, dan yang kedua dapat menekan 
serta mengurangi potensi kerugian negara akibat korupsi (Wiratmaja, 2010). Namun 
sayangnya, dengan mempertimbangkan besarnya angka kerugian negara dan juga 
banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang lambat mendapat penanganan maka 
tentu akan menghambat terwujudnya negara tanpa korupsi sekaligus menjadi 
tantangan bagi intelijen kejaksaan agar dapat lebih menggali fakta jauh sebelum 
kecenderungan dilakukannya tindak pidana korupsi terjadi. Secara tidak langsung 
juga memberi pengaruh kepada pelaku untuk melakukan segala macam tindakan 
yang akan bersinggungan dengan korupsi dengan cara yang lebih aman, terorganisir, 
dan juga terselubung sehingga semakin menambah tingkat kompleksitas 
penyelidikan ditengah krisis multi dimensional (Setiawan, 2012). 

METODE PENELITIAN 
Dalam penelitian ini Penulis menggunakan tipe penelitian dengan pendekatan 
empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil 
dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun 
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perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Lokasi penelitian ini 
dilakukan di wilayah Kabupaten Enrekang. Alasan penulis memilih lokasi tersebut 
karena di Kabupaten Enrekang terdapat peningkatan kasus perkawinan dibawah 
umur sejak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diterbitkan. Waktu penelitian 
yaitu berlangsung dua bulan setelah ujian proposal. 

PEMBAHASAN 
A. Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Batas Usia Perkawinan Menurut 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

1. Penyelenggaraan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

a. Pertimbangan tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. 

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan 
keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas 
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas pelindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 
19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) 
tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan anak perempuan 
memenuhi syarat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu 16 tahun 
tetapi bertentangan batas usia dewasa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 yang menyatakan bahwa umur anak adalah 18 tahun. 

Tentunya batas usia dewasa sebagai syarat untuk dapat melangsungkan pernikahan 
yaitu 18 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi 16 tahun bagi perempuan, oleh Mahkamah 
Konstitusi menyebut sebagai keadaan diskriminatif antara pria dan perempuan 
sehingga pernyataan Mahkamah Konstitudi dituangkan kedalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah 
Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu “Namun tatkala pembedaan perlakuan 
antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak 
dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam 
kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan 
kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan 
jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.”  

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal 
perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan 
diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga 
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 
kesaturan RI Tahun 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap 
pelindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) 
Undang-Undang Dasar Negara kesaturan RI Tahun 1945. Dalam hal ini, ketika usia 
minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara 
hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal 
tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada 
pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun 
melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan.  
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Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma 
menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam 
hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas 
minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia 
dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan 
agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada 
perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga 
kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk 
kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko 
kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga 
mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta 
memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) mengalami perubahan substansi 
(isi) dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan 
perkawinan, ketentuan ini mengalami perubahan antara lain pada Pasal (7) Undang-
Undang Nomor 16 tahun 1974 berubah menjadi : 

1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 
(sembilan belas) tahun.  

2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita 
dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak 
disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.  

3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 
mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan 
perkawinan.  

4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon 
mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga 
ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
(6). 

Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi 
sebagai berikut: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan 
perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

b. Penyelenggaraan Perkawinan Di Kabupaten Enrekang 

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua mahluknya 
yang umum dan berlaku pada semua mahluknya, baik pada manusia, hewan bahkan 
sampai pada tumbuha. Ia adalah sebagai suatu cara yang dipilih Allah SWTsebagai 
jalan bagi mahluknya untuk berkembang biak’ dan melestarikan hidupnya. 
Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan 
peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri. 
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Kabupaten Enrekang merupakan salah satu daerah berkembang di Sulawesi Selatan 
yang memiliki wilayah yang cukup luas dengan jumlah penduduk yang dapat 
dikatakan semakin hari semakin bertambah banyak, hal ini berimbas pula pada 
peningkatan jumlah perkawinan yang terjadi di Kabupaten Enrekang tiga tahun 
terkahir. Berikut Tabel tentang jumlah perkawinan di kabupaten enrekang periode 
tahun 2019-2021 sebagai berikut: 

Tabel 1. Jumlah Perkawinan Di Kabupaten Enrekang Periode Tahun 2019-2021 

No Tahun Periode Jumlah Perkawinan 

1 2019 Januari - Desember 2126 

2 2020 Januari - Desember 1802 

3 2021 Januari - Oktober 1484 

 Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Enrekang Tahun 2021 

Dari data tersebut pada Tabel 1 di atas ditemukan data Tahun 2019 terdapat 2126 
peristiwa perkawinan, tahun 2020 terdapat 1802 jumlah perkawinan, dan di tahun 
2020 terdapat penurunan sejumlah 324 perkawinan menjadi 1802 kasus di Kabupaten 
Enrekang, serta di tahun 2021 terdapat penurunan lagi sejumlah 118 menjadi 1684 
peristiwa perkawinan yang terdapa di Kaupaten Enrekang. 

Berdasarkan penryataan  Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Enrekang 
yang dituangkan dalam hasil wawancara menyatakan bahwa: 

Penurunan peristiwa perkawinan yang terjadi terhadap tiga tahun terakhir 
kemungkinan disebabkan karena adanya virus covid-19 yang sampai saat ini masih 
menghantui kehidupan masyarakat, dimana banyak perkawinan yang terpaksa 
dibatalkan atau diundur karena adanya virus ini. 

Sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Kasi Bimas Islam, hal serupa juga 
diutarakan Staff Bimas Islam, ibu asma S menyatakan bahwa: 

Terdapat penurunan jumlah peristiwa perkawinan di Kabupaten Enrekang sejak 
tahun 2020 sampai 2021 tidak lain adalah adanya pandemi ini, dimana kebanyakan 
orang ingin melaksanakan perkawinan dengan meriah tetapi terhalang oleh aturan 
PPKM yang membatatasi masyarakat dalam membuat pesta perkawinan, itulah 
sebabnya banyak yang mengundur perkawinan bahwan membatalkan sementara 
perkawinan sampai pandemi Covid-19 dapat membaik”. 

Dari hasil data dan wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan oleh peneliti bahwa 
terdapat penurunan jumlah peristiwa perkawinan di Kabupaten Enrekang dari tahun 
2019-2021 disebabkan karena keterbatasan masyarakat serta terhalangnya masyarakat 
dalam melakukan pesta perkawinan disebabkan karena pandemi Covid-19 yang 
mengakibatkan perkawinan harus di undur atau dibatalkan sementara. 

2. Hasil Data Perkawinan Dibawah Umur Di Kabupaten Enrekang 

Berikut Ini data hasil Kuisioner dan wawancara terkait dengan Efektivitas Penerapan 
Sanksi Administratif Terhadap Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2019, Suatu Studi di Kabupaten Enrekang. 
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Tabel 2. Keadaan Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Enrekang Keadaan 
tahun 2019-2021 

Pernyataan Frekuensi Persentasi 

a. Sangat Sering 

b. Sering 

c. jarang 

d. tidak pernah 

7 

9 

5 

0 

33,33 

42,85 

23,80 

       0 

Jumlah 21 100,00 

Sumber: Diolah dari hasil penelitian yang dilaksanakan padabulan Desember 
tahun 2021 di Kabupaten Enrekang. 

Berdasarkan data pada Tabel 2 di atas tampak bahwa pernyataan diantara responden 
terkait keadaan perkawinan di Kabupaten Enrekang berpendapat bahwa  terdapat 
42,85 yang menyatakan Sering terjadi, 33,33 diantaranya menyatakan sangat sering 
terjadi, 23,80 diantaranya menyatakan jarang terjadi dan 0 yang menyatakan tidak 
pernah terjadi. Dari hasil data pada Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa presentasi 
tertinggi mengenai keadaan perkawinan di Kabupaten Enrekang dari tahun 2019-2021 
menunjuk pada keadaan sering terjadi. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara 
dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Enrekang, menyatakan bahwa perkawinan di  
bawah umur sering terjadi dikarenakan bahkan cenderung meningkat dikarenakan 
direvisinya Undang-Undang perkawinan, apalagi pandemi ini anak cenderung bosan 
tinggal dirumah,malas kerja tugas tidak ada kegiatan pas dicari gurunya  ternyata 
sudah kawin.  

Dari data tersebut Penulis dapat menyimpulkan bahwa keadaan perkawinan di 
Kabupaten Enrekang dua tahun terakhir kurang efektif dibuktikan dengan hasil data 
yang dikumpulkan menyebutkan bahwa perkawinan di bawah umur di Kabupaten 
Enrekang sering terjadi. 

Tabel 3 Keadaan Penegak Hukum Telah Melakukan Upaya Pencegahan 
Masyarakat Terkait Larangan Perkawinan Di Bawah Umur 

Pernyataan Frekuensi Persentasi 

a. sangat setuju 

b. setuju 

c. kurang setuju 

d. tidak setuju 

2 

10 

6 

3 

9,52 

47,61 

28,57 

14,28 

Jumlah 21 100,00 

Sumber: Diolah dari hasil penelitian yang dilaksanakan pada bulan Desember 
tahun 2021 di Kabupaten Enrekang. 



Efektivitas	Pengungkapan	Dugaan	…	(Biya,	Hafidz	&	Mappaselleng)| 922 

 

	

Berdasarkan data pada Tabel 3 diatas, tampak bahwa pernyataan diantara responden 
terkait penegak hukum telah melakukan upaya pencegahan perkawinan di bawah 
umur terhahap masyarakat berpendapat terdapat 47,61 setuju, sedangkan ada 28,57 
perpendapat kurang setuju, terdapat 9,52 berpendapat sangat setuju, dan 14,28 yang 
tidak setuju. 

Dari hasil data pada Tabel 3 di atas menunjukan bahwa hasil penelitian menunjukkan 
bahwa setuju terhadap upaya penegak hukum telah melakukan upaya pencegahan 
perkawinan di bawah umur terhadap masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil 
wawancara dengan Wakil Ketua pengadilan Agama Enrekang menyatakan bahwa: 

Salah satu upaya Pengadilan Agama Enrekang dalam mencegah terjadinya 
perkawinan dibawah umur yaitu dengan memberikan pemahaman kepada orang tua 
dan pasangan yang ingin mengajukan dispensasi terhadap dampak yang akan 
ditimbulkan apabila perkawinan sebelum usia 19 tahun tetap terlaksana, makanya 
kami tidak jarang untuk menolak dispensasi kecuali masalanhya sudah mendesak 
dalam hal ini perempuannya sudah terlanjur hamil. 

Sejalan dengan itu hasil wawancara diutarakan oleh kasi Bimas islam Kementerian 
Agama kabupaten Enrekang, menyatakan bahwa:: 

salah satu cara kami dalam mencegah perkawinan dibawah umur yaitu kemarin kami 
pernah berkunjung ke salah satu SMA di Kota, disana kami memberikan sosialisasi 
kepada siswa terkait pergaulan bebas dan bahayanya perkawinan yang berlangsung 
apabila masih di bawah umur. 

Dari data diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa keadaan penegak hukum telah 
memberikan pencegahan perkawinan di bawah umur dianggap cukup efektif terbukti 
dengan hasil data yang menunjukkan angka 47,61 yang memulih setuju. 

Tabel 4 Kecenderungan Perkawinan di Bawah Umur 2 Tahun Terakhir 

Pernyataan Frekuensi Persentasi 

a. Cenderung Sangat Tinggi 

b. Cenderung Tinggi 

c. Jarang terjadi 

d. Tidak Pernah Terjadi 

4 

10 

7 

0 

19,04 

47,61 

33,33 

      0 

Jumlah 21 100,00 

Sumber: Diolah dari hasil penelitian yang dilaksanakan pada bulan Desember 
tahun 2021 di Kabupaten Enrekang. 

Berdasarkan pada Tabel 4 di atas, tampak bahwa pernyataan diantara responden 
terkait dengan kecenderungan perkawinan di bawah umur 2 tahun terakhir terdapat 
47,61 menunjukan kecenderungan tinggi, kemudian 33,33 menyatakan jarang terjadi, 
sementara 19,4 menyatakan sangat sering terjadi, dan 0 yang menyatakan tidak 
pernah terjadi. 

Dari data hasil data pada Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa kecenderungan 
perkawinan di bawah umur 2 tahun terakhir cenderung tinggi. Hal ini sejalan dengan 
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hasil wawancara yang dilakukan dengan Staf Pendaftaran Perkara Pengadilan Agama 
Enrekang menyatakan bahwa: 

sejak adanya revisi untuk tentang batas usia perkawinan sejatinya cenderung 
mengakibatkan kenaikan jumlah pendaftaran dispensasi perkawinan sejak tahun 
2019-2021, walaupun tidak sedikit yang ditolak namun cukup banyak juga yang 
dikabulkan dispensasinya dikarenakan suatu peristiwa yang mendesak misalkan 
wanitanya sudah terlanjur hamil. 

Dari data diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur di 
Kabupaten Enrekang masih sering terjadi terlepas dari sudah dikeluarkannya revisi 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 tentang ketentuan batas usia 
perkwinan yaitu sama-sama berususia 19 tahun. 

Tabel 5 Apakah Peraturan yang berlaku tentang Larangan Kawin Di Bawah Umur 
Sudah Memadai Dalam mencegah Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur? 

Pernyataan Frekuensi Persentasi 

a. Cukup Mencegah 

b. Kurang mencegah 

c. Tidak Mencegah 

d. Tidak Tahu 

7 

9 

4 

1 

33,33 

42,85 

19,04 

4,76 

Jumlah 21 100,00 

SUMBER:  Diolah dari hasil penelitian yang dilaksanakan pada bulan 
Desember tahun 2021 di Kabupaten Enrekang. 

Berdasarkan pada Tabel 5 di atas menyatakan bahwa tampak pada pernyataan 
diantara responden terkait dengan apakah peraturan yang berlaku berkenaan dengan 
larangan kawin di bawah umur cukup memadai untuk mencegah terjadinya 
perkawinan di bawah umur terdapat 42,85 yang menyatakan kurang mencegah, 33,33 
yang menyatakan cukup mencegah, kemudian terdapat 19,04 yang mengungkapkan 
tidak mencegah, dan 4,76 yang memilih tidak tahu. 

Dari data pada Tabel 5 di atas peraturan yang berlaku berkaitan dengan peraturan 
yang berkenaan dengan larangan kawin di bawah umur kurang mencegah terjadinya 
perkawinan di bawah umur. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan 
dengan Staf Perdaftaran Perkara Pengadilan Agama Enrekang menyatakan bahwa: 

Seperti yang kita ketahui mengenai Undang-Undang perkawinan yang sebelumnya 
wanita hanya berumur 16 tahun dan pria 19 tahun, nah sekarang setelah adanya revisi 
Undang-Undang yakni wanita dan pria masing-masing berusia 19 tahun tentunya 
aturan ini justru membuat semakin banyak masuk perkara untuk mendaftarkan 
dispensasi perkawinan, logikanya dulu sebelum adanya revisi Undang-Undang 
perkawinan sudah banyak yang melakukan permohonan dispensasi, apalagi setelah 
adanya revisi ini dan terjadi bahkan sampai sekarang justru semakin banyak yang 
melakukan permohonan dispensasi. 
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Sejalan dengan pernyataan diatas, wawancara yang dilakukan dengan Kepala Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Alla, menyatakan bahwa: 

mengenai aturan ini sebenarnya sudah cukup efektif, karena memang harus begitu 
dimana keadaan kesehatan perempuan perlu diperhatikan makanya dengan adanya 
aturan ini sudah cukup baik, apalagi umur 19 tahun itu sudah masuk usia kuliah jadi 
mentalitas calon pengantin itu juga bisa terbentuk dengan baik. namun keadaan 
dimasyarakat justru bertolak belakang diamana dengan adanya aturan baru ini justru 
membuat semakin banyak yang datang ingin mendaftarkan perkawinan tapi justru 
kami tolak karena belum cukup 19 tahun. 

Berdasarkan dari hasil data diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa peraturan 
yang berlaku mengenai larangan perkawinan di bawah umur belum efektif untuk 
mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. 

Tabel 6 Apakah Aturan mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Sudah Efektif Diterapkan 

Pertanyaan Frekuensi Persentasi 

a. Sangat Efektif 

b. Cukup Efektif 

c. Kurang Efektif 

d. Tidak Efektif 

13 

6 

  2 

  0 

61,90 

28,57 

  9,52 

       0 

Jumlah 21 100,00 

SUMBER:  Diolah dari hasil penelitian yang dilaksanakan pada bulan Desember 
tahun 2021 di Kabupaten Enrekang. 

Berdasarkan data pada Tabel 6 tersebut di atas mengenai apakah ketentuan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang ketentuan batas usia perawinan sudah efektif 
diterapkan.  tampak bahwa pernyataan di antara responden berpendapat 61,90 
menyatakan sangat efektif, 28,57 menyatakan cukup efektif, 9,52 menyatakan kurang 
efektif, dan 0 yang menyatakan tidak efektif. 

Dari hasil Tabel 6 di atas mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 
tentang batas usia perkawinan dinyatakan sudah sangat efektif diterapkan. Hal 
tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasi Bimas Islam 
Kementerian Agama Kabupaten Enrekang, menyatakan bahwa:  

Jadi aturan ini tidak melihat dari satu aspek, yang dilihat itu aspek keseluruhan jadi 
kita tidak sekedar melihat dari perkawinan di bawah usia melainkan ada hal lain yang 
menjadi masalah besar yaitu tingginya tingkat perceraian di Negara kita hanya karena 
itu tadi, salah satu indikatornya perkawinan yang masih sangat muda, jadi menurut 
saya aturan ini tidak perlu lagi ada perubahan justru angka 19 tahun itu merupakan 
umur yang sudah ideal untuk melaksanakan perkawinan. 

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama 
Enrekang yaitu menyatakan bahwa: 
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tidak semua permohonan dispensasi itu diterima atau dikabulkan, sebelumnya tidak 
ada pengaturan secara tegas dalam menilai namun setelah dikeluarkannya PERMA 
Nomor 5 Tahun 2019 penting bagi hakim dalam memeriksa serta mengadili 
permohonan dispensasi nikah sesuai dengan sesuai dengan ketentuan tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengaturan 
mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah efektif 
dilaksanakan. 

Tabel 7 Apakah Pemerintah telah memberikan penyuluhan kepada masyarakat 
terkait larangan perkawinan di bawah umur? 

Pernyataan Frekuensi Persentasi 

a. Sering 

b. Pernah 

c. Tidak Pernah 

d. Tidak tahu 

7 

10 

2 

2 

33,33 

47,61 

9,52 

9,52 

Jumlah 21 100,00 

SUMBER:  Diolah dari hasil penelitian yang dilaksanakan pada bulan 
Desember tahun 2021 di Kabupaten Enrekang 

Berdasarkan data pada Tabel 7 di atas tampak bahwa pernyataan diantara responden 
mengenai apakah pemerintah telah memberikan penyuluhan/sosialisasi kepada 
masyarakat terkait larangan perkawinan di bawah umur. Responden berpendapat 
47,61 mengungkapkan pernah, 33,33 mengungkapkan sering, serta 9,52 menyatakan 
tidak pernah dan 9,52 menyatakan tidak tahu. 

Dari data pada Tabel 7 di atas mengenai apakah pemerintah telah memberikan 
penyuluhan/sosialisasi terkait larangan perkawinan di bawah umur kepada 
masyarakat dinyatakan pernah dilakukan. Hal tersebut sejalan dengan wawancara 
yang dilakukan dengan Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Alla menyatakan 
bahwa: 

secara formal kita ada namanya bimbingan formal itu berlaku bagi semua calon 
pengantin, kemudian pada proses akad itu ada nasehat pernikahan ada pemerintah 
disitu ada unsur KUA yang menyampaikan, bukan saja membicarakan bagaimana 
membina rumah tangga namun aturan revisi Undang-Undang terbaru tersebut tetap 
mereka sampaikan. 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Kasi Bimas Kementeriman Agama 
Enrekang, mengungkapkan bahwa: 

jelas perlu makanya kami ini setiap tahun ada program namanya bimbingan 
perkawinan usia remaja berlaku bagi mereka yang usia pra nikah, kita tahun ini ada 
tiga angkatan sebenarnya jumlahnya iti masih sangat sedikit makanya kedepannya 
diharapkan program itu bertambah, biasanya kami mengadakan di sekolah seperti 
SMA kelas tiga. 
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Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah 
telah memberikan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat terkait larangan 
perkawinan di bawah umur namum belum efektif diterapkan hal ini disebabkan 
belum menyleluruhnya sasaran dari penyuluhan ini diberikan, sebab hanya berfokus 
pada bimbingan pranikah saja padahal ada objek lain yang lebih penting untuk 
dilakukannya sosialisasi yaitu di sekolah-sekolah SMP atau SMA. 

Tabel 8  Apakah Budaya Hukum/Kebiasaan Masyarakat sebagai pemicu maraknya 
terjadi perkawinan di bawah umur? 

Pernyataan Frekuensi Persentasi 

a. Sangat benar 

b. Benar 

c. Kurang benar 

d. Tidak Benar 

 0 

 3 

 5 

13 

0 

14,28 

23,80 

61,90 

Jumlah 21 100,00 

SUMBER: Diolah dari hasil penelitian yang dilaksanakan pada bulan 
Desember tahun 2021 di Kabupaten Enrekang 

Berdasarkan data pada Tabel 8 di atas, Nampak bahwa pernyataan diantara responen 
terdapat 61,90 yang menyatakan tidak benar, 23,80 menyatakan kurang benar, 14,28 
meyatakan benar, dan 0 yang menyatakan sangat benar. 

Dari data diatas mengenai apakah budaya hukum atau kebiasaan masyarakat yang 
menjadi pemicu maraknya terjadi perkawinan di bawah umur dinyatakan tidak benar. 
Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Kasi Bimas 
Kementerian Agama Kabupaten, menyatakan bahwa:  

dari segi pandangan saya, kita skala Enrekang sedikit pengaruhnya itu, tapi yang 
banyak pengaruhnya sekarang itu adalah faktor media, anak-anak kita terlalu bebas 
mengakses media-media yang secara langsung mempengaruhi karakter anak-anak, 
psikologi anak-anak yang hampir setiap saat disugukan tampilan yang kurang Pantas 
dinonton, mana mungkin kita bisa mengontrol anak kita yang SMP SMA dengan 
media yang ada sekarang. 

Wawancara dilakukan dengan Bapak kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, 
mengatakan bahwa: 

menurut saya penekanannya bukan pada budaya namun melainkan karena 
perkembangan arus yang saat ini tidak dapat dibendung serta pergaulan anak-anak 
yang tidak dapat terkotrol sehingga mengakibatkan terjadinya sesuatu yang tidak 
diinginkan seperti kehamilan diluar perkawinan, tentu hal itu merupakan masalah 
terbesar dari seringnya ternjadi perkawinan di bawah umur. 

Dari hasil penelitian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tidak benar bila 
budaya hukum atau kebiasaan masyarakat yang menjadi penyebab maraknya terjadi 
perkawinan di bawah umur melainkan arus perkembangan zaman dan pergaulan 
remaja yang tidak dapat dikontrol dengan baik oleh orang tuanya. 
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Tabel 9 Apakah Setuju Apabila Anak Yang Lahir Dari Hasil Perkawinan Di Bawah 
Umur Tidak Mendapatkan Warisan Dari Ayah Biologisna? 

Pernyataan Frekuensi Persentasi 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Kurang Setuju 

d. Tidak Setuju 

0 

4 

6 

11 

0 

19,04 

28,57 

52,38 

Jumlah 21 100,00 

Sumber :  Diolah dari hasil penelitian yang dilaksanakan pada bulan Desember 
tahun 2021 di Kabupaten Enrekang 

Berdasarkan data pada Tabel 9 di atas, Nampak bahwa pernyataan diantara 
responden terdapat 52,38 yang tidak setuju, 28,57 yang berpendapat kurang setuju, 
19,04 yang berpendapat setuju, dan 0 yang sangat tidak setuju. 

Dari data diatas mengenai apakah setuju apabila anak yang lahir dari hasil 
perkawinan di bawah umur tidak berhak mendapat warisan dari ayah biologisnya 
didapatkan hasil kuisioner menunjukan tidak setuju. Hal tersebut sesuai dengan hasil 
wawancara yang dilakukan dengan Wakil ketua Pengadilan Agama Enrekang 
menyatakan bahwa:  

begini, kalau konteksnya perkawinan di bawah umur tentu anak tersebut tetap 
memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibu biologisnya, kan jelas bahwa telah 
terjadi ikatan perkawinan diantara kedunya. 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala kasi Bimas Kementerian Agama Kabupaten 
Enrekang menungkapkan bahwa: 

anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara islam, meskipun tidak dicatatkan 
pada insatansi terkait tetap harus bernasab kepada kedua bapak ibunya. 

Dari hasil penelitian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa perkawinan yang 
terjadi, walaupun perkawinan tersebut dilakukan sebelum pria dan wanita mencapai 
usia 19 tahun tetpa sah asalkan dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-
masing, dan anak yang lahir tetap mendapatkan nasab bukan saja dari ibu melainkan 
ayah biologisnya, hal tersebut termuat dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. 
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Tabel 10  Apakah Faktor Sarana dan Prasarana Berpengaruh Terhadap Tingkat 
Efektifnya Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaksanaan 
Perkawinan Di Bawah Umur? 

Pernyataan Frekuensi Persentasi 

a. Sangat Berpengaruh 

b. Berepngaruh 

c. Biasa Saja 

d. Tidak Berpengaruh 

 7 

12 

 2 

 0 

33,33 

57,14 

  9,52 

      0 

Jumlah 21 100,00 

SUMBER: Diolah dari hasil penelitian yang dilaksanakan pada  bulan 
Desember tahun 2021 di Kabupaten Enrekang 

Berdasarkan pada Tabel 10 di atas, Nampak bahwa pernyataan diantara responden 
terdapat 57,14 yang menyatakan berpengaruh, 33,33 yang menyatakan sangat 
berpengaruh, sedangkan 9,52 yang menyatakan biasa saja, dan 0 yang menyatakan 
tidak berpengaruh. 

Dari data di atas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana berpengaruh dalam 
penerapan sanksi administrtif terhadap pelaksanaan perkawinan di bawah umur, 
terbukti dengan pernyataan responden yang menyatakan berpengaruh dengan 
persentasi 57,14. 

Hal tersebut di atas sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala 
Kantor urusan Agama Kecamatan Alla menyatakan bahwa: 

kita tidak segan-segan untuk melakukan penolakan apabila ada yang mengajukan 
perkawinan yang notabennya pelaku tersebut masih di bawah umur. Hal ini justru 
menjadi sikap tegas yang harus diambil untuk kedepannya calon pengantin 
mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Dengan dilakukannya 
penolakan ini tentunya menjadi salah satu penyebab berpengaruhnya sarana dan 
prasarana dalam penanganan sanksi administratif perkawinan di bawah umur. 

Hal yang serupa diutarahan oleh wakil Ketua Pengadilan Agama Enrekang 
mengungkapkan bahwa: 

Mengenai hal tersebut mengapa ada diterapkan namanya dispensasi perkawinan 
dimana disitu melibatkan pegawai serta hakim yang terampil serta memiliki 
pengetahuan yang tinggi dalam melaksanakan kewajibannya mengadili permohonan 
dispensasi perkawinan tersebut. Selain hal tersebut tentunya sarana fisik pun tidak 
terlepas dalam menjalankan tugas ini sehingga tugas dan tanggung jawab dalam 
menangani perkara mudah dikerjakan. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti menyimpulkan bahwa sarana dan 
prasarana berpengaruh terhadap penerapan sanksi administrasi terhadap perkawinan 
di bawah umur. 
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Tabel 11 Apakah Terdapat Sanksi Terhadap Pemerintah Terlibat Dalam 
Perkawinan Yang Dikategorikan Masih Di Bawah Umur? 

Pernyataan Frekuensi Persentsi 

a. Ada 

b. Jarang 

c. Tidak Ada 

d. Tidak tahu 

12 

 7 

 0 

 2 

57,14 

33,33 

      0 

  9,52 

Jumlah 21 100,00 

Sumber:  Diolah dari hasil penelitian yang dilaksanakan pada  bulan Desember 
tahun 2021 di Kabupaten Enrekang 

Berdasarkan data Tabel 11 diatas, Nampak bahwa pernyataan diantara responden 
terdapat 57,14 menyatakan ada, 33,33 menyatakan jarang, sedangkan 9,52 menyatakan 
tidak tahu, dan 0 menyatakan tidak ada. 

Dari data diatas menunjukkan bahwa sanksi terhadap pemerintah yang terlibat dalam 
perkawinan yang dikategorikan masih di bawah umur dinyatakan ada, terbukti 
dengan pernyataan responden dengan presentasi 57,14. 

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala kasi 
Bimas Kementerian Agama Enrekang, , menyatakan bahwa: 

mengenai pemberian sanksi itu sudah jelas ada dalam Undang-undang 
Kepegawainan jadi siapapun yang melanggar terlepas dari apakah dia itu KUA atau 
dia staff KUA, apabila dia ASN secara struktur itu ada aturannya dimana yang 
memberikan sanksi itu atasan langsungnya dengan melalui tahapan-tahapan, dimana 
tahapan pertamanya itu ada teguran lisan, kemudian teguran tertulis secara berturut 
turut sebanyak 2 kali, kalau masih tidak diindahkan maka akan dijatuhkan sanksi 
berupa apakah dia akan diturunkan pangkatnya atau penurunan jabatannya, atau bisa 
sampai pada pemecatan. 

Tabel 12 Apakah ditemukan pelanggaran terhadap pemerintah yang terlibat dalam 
pelaksanaan perkawinan di bawah umur? 

Pernyataan Frekuensi Persentasi 

a. Sangat Sering 

b. Sering 

c. Jarang Terjadi 

d. Tidak pernah 

 0 

 0 

 2 

19 

     0 

     0 

 9,52 

90,47 

Jumlah 21 100,00 

Sumber:  Diolah dari hasil penelitian yang dilakukan pada bulan Desember 
Tahun 2021 di Kabupaten Enrekang 
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Berdasarkan data Tabel 12 diatas, Nampak bahwa pernyataan diantara responden 
terdapat 90,47 menyatakan tidak pernah, sementara 9,52 menyatakan jarang terjadi, 
sedangkan 0 menyatakan sering, dan 0 menyatakan sangat sering. 

Dari data diatas menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap pemerintah yang terlibat 
dalam pelaksanakaan perkawinan di bawah umur hampir tidak pernah ditemukan 
terbukti dengan presentasi sejumlah 90,47. 

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Kasi 
Bimas Kementerian Agama kabupaten Enrekang, menyatakan bahwa:  

tidak pernah kita temukan sebab aturannya kan begini KUA itu dalam artian 
penghulu memiliki tugas hanya untuk menikahkan saja sedangkan staf KUA yang 
memproses administrasinya pastilah tidak akan lolos kalau melanggar, tetapi jika kita 
melihat fakta dilapangan ada saja orang melaksanakan perkawinan tanpa memenuhi 
syarat itu jelas dikategorikan kawin di bawah tangan tanpa sepengetahuan KUA, dan 
tidak boleh ada pihak KUA yang melakukan itu, tapi ya begini juga yang namanya 
aturan hukum kan yang faktual apabila ada seperti itu dan ada aduan jelas itu bisa 
mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku. 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Enrekang 
menungkapkan bahwa:  

selama ini belum ada pelanggaran pengabulan permohonan dispensasi oleh hakim 
sebab sudah ada aturannya, itu ada di Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 mengenai pedoman mengadili  dispensasi 
perkawinan, jadi hakim tidak serta merta sesuka hati mau menerima atau menolak 
permohonan dispensasi, namun apabilah sudah dalam kondisi mendesak baru akan 
di kabulkan permohonannya. 

Dari hasil penelitian diatas peneliti menyimpulkan bahwa tidak ada ditemukan 
pelanggaran administratif yang dilakukan oleh pemerintah mengenai pelaksanaan 
perkawinan di bawah umur. 

Tabel 13. Apakah sering ditemukan pemberian sanksi administratif terhadap 
masyarakat pelaku perkawinan di bawah umur? 

Pernyataan Frekuensi Persentasi 

a. Sangat Sering Terjadi 

b. Sering terajdi 

c. Jarang terjadi 

d. Tidak Pernah terjadi 

3 

11 

6 

1 

14,28 

52,38 

28,57 

  4,76 

Jumlah 21 100,00 

Sumber:  Diolah dari hasil penelitian yang dilaksanakan pada  bulan 
Desember tahun 2021 di Kabupaten Enrekang 

Berdasarkan data Tabel 13 di atas, Nampak bahwa pernyataan diantara responden 
menyatakan bahwa 52,38 menyatakan sering terjadi, sementara 28,57 menyatakan 
jarang terjadi, sedangkan 14,28 menyatakan sangat sering, dan 4,76 menyataka tidak 
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pernah terjadi. Dari data diatas menunjukkan bahwa pemberian sanksi administratif 
terhadap masyarakat pelaku perkawinan di bawah umur jarang terjadi. Hal tersebut 
sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala KUA Kecamatan, 
menyatakan bahwa: 

setiap pendaftaran perkawinan apabila belum cukup 19 tahun bagi perempuan dan 
laki-laki itu kita akan melakukan penolakan sebab kita juga menaati aturan yang ada, 
kita baru bisa menikahkan apabila sudah melewati dispensasi di Pengadilan Agama, 
nah dengan itu mereka sudah bisa di catatatkan perkawinannya, tapi tidak menutup 
kemungkinan diluar sana masih banyak yang nekat menikah tanpa melalui KUA atau 
biasa disebut perkawinan di bawah tangan, hal seperti itulah yang bisa mendapatkan 
sanksi administratif salah satu contohnya tidak diterbitkannya akta nikah. 

Hal serupa diungkapkan oleh Kepala Kasi Bimas Kementerian Agama Kabupaten 
Enrekang, menyatakan bahwa:  

apabila calon pengantin yang telah dikabulkan permohonan dispensasinya tentunya 
mereka sudah bisa dinikahkan di KUA, dengan demikian perkawinan mereka bisa 
dicatatkan secara sah, berbeda kalau perkawinannya tidak melalui KUA jelas itu jelas 
kawin tidak tercatat dan itu berimbas panjang terhadap kehidupannya terutama jika 
anaknya kelak sudah lahir mau dibuatkan akte jelas tidak bisa dan mereka harus 
mendaftarkan ulang di KUA untuk dinikahkan agar status perkawian mereka bisa 
dicatatkan. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sanksi 
administrasi diberikan kepada pelaku perkawinan di bawah umur yang 
perkawinannya tidak melakui KUA, sedangkan yang telah dikabulkan dispensasi 
perkawinannya oleh Pengadilan Agama secara sah sudah bisa dinikahkan di KUA dan 
mendapatkan haknya seperti akte nikah dan sebagainya. 

Tabel 14.  faktor pergaulan remaja sebagai penyebab kerap  terjadi perkawinan di 
bawah umur? 

Pernyataan Frekuensi Persentasi 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Kurang Setuju 

d. Tidak Setuju 

10 

9 

2 

0 

47,61 

42,85 

9,52 

0 

Jumlah 21 100,00 

Sumber:  Diolah dari hasil penelitian yang dilaksanakan pada  bulan 
Desember tahun 2021 di Kabupaten Enrekang 

Berdasarkan Tabel 14 di atas, Nampak bahwa pernyataan diantara responden 
menyatakan bahwa 47,61 menyatakan sangat setuju, kemudian 9,52 menyatakan 
kurang setuju, dan 0 menyatakan tidak setuju. 

Dari hasil data diatas menunjukkan bahwa faktor pergaulan remaja menjadi pemicu 
maraknya terjadi perkawinan di bawah umur, terbukti dengan pernyataan yang 
menunjukkan sangat setuju degan perolehan 47,61. 
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Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dusun 
Belajen Barat, menyatakan bahwa: 

sebenarnya banyak remaja terutama pelajar tingkatan SMP SMA yang yang tidak bisa 
mengontrol pergaulannya sehingga banyak didapati mereka tidak tamat sekolah tapi 
sudah harus dinikahkan, dan biasanya juga pasangan mereka itu sama-sama masih 
berstatus pelajar. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor 
pergaulan remaja menjadi penyebab kerap terjadi perkawinan di bawah umur 

Tabel 15  keadaan perkawinan di bawah umur di kabupaten enrekang, keadaan 
tahun 2019 - 2021 

N        No Tahun Pendaftar Dikabulkan Ditolak 

1 2019 41 28 13 

2 2020 138 116 22 

3 2021 106 103 3 

Sumber: Pengadilan Agama Enrekang Tahun 2021 

Dari data tersebut pada Tabel 15 di atas menunjukkan tahun 2019 terdapat 41 
permohonan dispensasi namun hanya 28 yang dkabulkan, dan 13 ditolak, selanjutnya 
tahun 2020 terdapat lonjakan permohonan dispensasi menjadi 138, dikabulkan 
sebanyak 116, dan ditolak sebanyak 22. Kemudian di tahun 2021 terdapat 106 
pendaftar permohonan dispensasi, dikabulkan sebanyak 103 dan ditolak sebanyak 3. 
Dari data pada tabel 15 di Atas, Penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat 
peningkatan pesat pendaftaran permohonan dispensasi pada tahun 2020 hal ini 
disebabkan karena adanya revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 yang 
diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019, dimana yang sebelumnya pada Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 Pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun, 
sekarang dengan adanya revisi Undang-Undang tersebut menghasilkan usia minimal 
untuk melangsungkan perkawinan yaitu pria dan wanita sama-sama berusia 19 tahun. 
Selanjutnya ditahun 2021 terdapat 106 permohonan dispensasi dan hanya 3 yang 
ditolak, dan 103 permohonan dispensasi yang diterima. 

B. Faktor-Faktor Berpengaruh Terhadap Penerapan Sanksi Administratif Atas 
Pelanggaran batas Usia Perkawinan  

Berikut merupakan hasil kuisioner dan wawancara terkait faktor-faktor yang 
mempengaruhi Penerapan Sanksi Administratif Terhadap pelanggaran batas Usia 
perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 di Kabupaten Enrekang 
menurut Soerjono Soekamto terdapat empat faktor yaitu: Faktor Substansi Hukum, 
Faktor Penegakan Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum, serta 
Faktor Budaya Hukum Masyarakat.  

1. Faktor Substansi Hukum 

Tolak ukur dari Efektivitas penerapan sanksi administratif  terhadap pelanggaran 
batas usia perkawinan didasarkan pada substansi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2019 Pasal 7 Ayat (2), dimana orang tua pihak pria dan wanita dapat meminta 
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dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti 
pendukung yang cukup. Namun kata mendesak tidak diatur secara tegas sehingga 
bisa multitafsir. 

2. Faktor penegakan Hukum 

Penegakan hukum terhadap penerapan sanksi administratif pelanggaran batas usia 
perkawinan yaitu mengenai peran pemerintah dalam hal ini Pengadilan Agama, 
Kementerian Agama, serta Lurah dan Kepala Desa dalam pelaksanaannya kurang 
memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait pentingnya perkawinan 
berdasarkan batas umur dan perkawinan tercatat yang telah ditetapkan Undang-
Undang. 

3. Faktor Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum 

Mengenai pencapaian tujuan sebuah organisasi tentunya tidak terlepas dari 
penggunaan sarana dan prasarana yang memadai. Dimana sarana dan prasarana yang 
memadai disini adalah hakim pengadilan agama yang terampil seta memiliki 
keterampilan dalam melaksanakan kewajibannya dalam mengadili dispensasi 
perkawinan. Dan tidak lupa pula peralatan fisik kantor seperti Komputer, printer dan 
sebagainya untuk mempermudah dan mempercepat proses kerja.  

4. Faktor Budaya Hukum Masyarakat 

Faktor budaya hukum masyarakat terkait penerapan sanksi administratif pelanggaran 
batas usia perkawina, dimana masyarakat masih menganggap perkawinan di bawah 
umur sebagai suatu yang biasa. Serta perkembangan arus globalisasi yang 
menyebabkan budaya barat dengan mudahnya diadopsi remaja dan dengam 
mudahnya menjadikan sex bebas sebagai suatu hal yang lumrah namun hal ini sangat 
bertentangan dengan kebudayaan kita sendiri. 

KESIMPULAN 
1. Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Perkawinan di bawah umur Menurut 

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 di Kabupaten Enrekang  terlaksana secara 
efektif, namun masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi terutama masih 
adanya perkawinan di bawah umur dengan dasar dispensasi. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif 
Terhadap Perkawinan dibawah umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2019 yaitu: Faktor Substansi Hukumnya, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana 
dan Prasarana Penegakan Hukum dan Faktor Budaya Hukum Masyarakat. 

 
SARAN 
1. Hendaknya pemerintah khususnya departemen agama, senantiasa melakukan 

penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat menyadari pentingnya 
pencegahan perkawinan usia dini dan sex bebas serta pentingnya perkawinan 
tercatat, sehingga tidak ada lagi anggota masyarakat perlu diberi dispensasi kawin 
dini apa lagi kawin liar. 

2. Hendaknya substansi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 Ayat (2), 
khususnya syarat pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur dipertegas 
yang dimaksud mendesak, agar tidak multitafsir sehingga masyarakat mudah 
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mendapatkan dispensasi kawin dibawah umur yang disyaratkan dengan 
Undang-Undang. 
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